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PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN

PEMBANGUNAN

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN LAINNYA YANG BERLAKU PADA

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat

(2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013

tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya,

dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman

Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Standar

Biaya Masukan Lainnya yang Berlaku pada Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun Anggaran

2016;
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5767);

4. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 400);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat

Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012

tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

1191);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013

tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur

Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja

dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya,

Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi Dalam

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
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Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 342);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

455);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN

DAN PEMBANGUNAN TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN

LAINNYA YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN

KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Biaya Masukan Lainnya yang berlaku pada

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun

Anggaran 2016, yang selanjutnya disebut Standar Biaya

Masukan Lainnya adalah satuan biaya berupa harga

satuan dan tarif yang ditetapkan untuk acuan

pelaksanaan anggaran Tahun 2016.

2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang

selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat

pengawasan intern pemerintah.

3. Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan adalah

keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki

keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara guna kepentingan

pemeriksaan di muka Persidangan.

4. Beracara sebagai Kuasa Hukum Instansi di Persidangan

adalah tugas yang dilaksanakan oleh pegawai BPKP

sebagai kuasa hukum BPKP dalam pelaksanaan

tuntutan hak oleh/kepada BPKP baik yang mengandung

sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa

yang diajukan oleh/kepada pihak yang berkepentingan

yang dilaksanakan di muka pengadilan.
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Pasal 2

(1) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 1 berfungsi sebagai:

a. batas tertinggi; atau

b. estimasi.

(2) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Kepala Badan ini.

(3) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 3

(1) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diatur tersendiri

oleh satuan kerja di lingkungan BPKP dengan

Keputusan Kepala Satuan Kerja masing-masing.

(2) Standar Biaya Masukan Lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melampaui batas

tertinggi yang diatur dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan

ini.

Pasal 4

(1) Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan yang dapat

diberikan honorarium adalah pemberian keterangan ahli

yang dilaksanakan oleh pegawai BPKP pada Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi.

(2) Pelaksanaan beracara di muka Persidangan yang dapat

diberikan honorarium, meliputi agenda:

mediasi/pemeriksaan persiapan, pemeriksaan dan

penyerahan alat bukti surat, pemeriksaan keterangan

saksi, pemeriksaan keterangan Ahli, dan/atau

pemeriksaan setempat.

www.peraturan.go.id



2016, No.1322
-5-

Pasal 5

(1) Biaya transportasi pergi pulang dibayarkan berdasarkan

realisasi (at cost) sesuai dengan tarif sebagaimana

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

(2) Biaya transportasi pergi pulang dari Jakarta ke

Bogor/Bandung/sekitarnya dan sebaliknya dibayarkan

paling besar sesuai tarif sebagaimana tercantum dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Kepala Badan ini.

(3) Biaya transportasi dalam kota dibayarkan sesuai tarif

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan ini.

(4) Dalam hal perjalanan dinas dalam kota yang

memerlukan biaya melebihi satuan biaya transportasi

dalam kota, dapat diberikan biaya secara at cost.

(5) Biaya transportasi dalam kota tidak dapat dibayarkan

kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang

melakukan rapat dalam satu komplek perkantoran yang

sama.

(6) Biaya transportasi dari tempat kedudukan menuju

bandara/pelabuhan/terminal/stasiun dan sebaliknya

yang tidak diatur di dalam Peraturan Kepala Badan ini

dibayarkan sesuai tarif sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya

Masukan yang berlaku.

(7) Biaya transportasi yang tidak dapat diperoleh bukti

pengeluarannya dibayarkan berdasarkan realisasi,

paling besar sesuai tarif pada Lampiran II yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Kepala Badan ini dan dituangkan dalam Daftar

Pengeluaran Riil.

(8) Biaya transportasi perjalanan dinas tidak dapat

dibayarkan apabila perjalanan menggunakan kendaraan

dinas.
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